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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji keadilan pertambangan dalam tata kelola hilirisasi nikel di Indonesia 

melalui perspektif resource curse dan accumulation by dispossession yang dipadukan dengan 

pendekatan Strategic Management untuk membaca relasi negara, korporasi, pemerintah daerah, 

masyarakat, dan ekosistem terdampak. Hilirisasi nikel telah meningkatkan nilai tambah ekonomi 

nasional, tetapi belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan distribusi manfaat, beban ekologis, dan 

kerentanan sosial di daerah penghasil. Peningkatan nilai ekspor produk turunan nikel dari USD 3,3 

miliar pada 2017 menjadi USD 33,9 miliar pada 2024 belum diikuti pembagian manfaat yang adil bagi 

pemerintah daerah, masyarakat lokal/adat, dan ekosistem terdampak. Penelitian ini menemukan bahwa 

ketimpangan dana bagi hasil, rendahnya royalti produk olahan bernilai tambah tinggi, peningkatan 

kasus ISPA di Bahodopi, perlambatan penurunan kemiskinan, serta kerentanan masyarakat adat 

Karongsi’e Dongi dan ekosistem Danau Malili menunjukkan bahwa orientasi profit masih lebih 

dominan daripada people dan planet. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

melalui analisis dokumen kebijakan, data fiskal pertambangan, studi kasus Sorowako, dan studi 

kepustakaan periode 2017–2025. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menawarkan kerangka 

Mining Justice untuk membaca ketidakadilan hilirisasi nikel dan merumuskan benefit sharing yang 

lebih adil bagi daerah penghasil, masyarakat lokal/adat, dan ekosistem terdampak. 

Kata kunci: Mining justice; Hilirisasi nikel; Resource curse; Benefit sharing; Masyarakat adat 
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1. PENDAHULUAN 

Hilirisasi nikel telah menjadi agenda strategis pembangunan Indonesia dalam satu dekade 

terakhir untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, memperkuat industri 

berbasis mineral, meningkatkan penerimaan negara, serta menempatkan Indonesia dalam 

rantai pasok global kendaraan listrik dan baterai energi baru. Namun, keberhasilannya tidak 

cukup diukur melalui peningkatan ekspor, jumlah smelter, investasi, dan penerimaan negara, 

tetapi juga dari distribusi nilai tambah serta beban sosial-ekologis yang ditimbulkan. Hal ini 

penting karena daerah penghasil nikel di Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak hanya menjadi 

lokasi ekstraksi, tetapi juga ruang hidup masyarakat lokal dan/atau adat, kawasan ekologis 

penting, serta basis ekonomi daerah yang rentan terhadap perubahan tata ruang, pencemaran, 

konflik sosial, dan ketimpangan fiskal. 

Urgensi kajian ini terletak pada kesenjangan yang semakin lebar antara keberhasilan 

ekonomi hilirisasi dan ketidakadilan di daerah penghasil. Hingga Agustus 2025, terdapat 399 

izin usaha pertambangan nikel dengan luas konsesi sekitar 3,1 juta hektar, 79 smelter 

beroperasi, 74 dalam konstruksi, dan 17 dalam perencanaan (Kementerian ESDM, 2025). 

Larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 meningkatkan nilai ekspor produk turunannya dari USD 

3,3 miliar pada 2017 menjadi USD 33,9 miliar pada 2024, sementara PNBP Minerba naik dari 

Rp34,65 triliun pada 2020 menjadi Rp183,5 triliun pada 2022. Namun, dari sekitar Rp570 

triliun nilai ekonomi nikel, Sulawesi Tengah hanya menerima dana bagi hasil sekitar Rp200 

miliar pada 2024. Ketimpangan juga terlihat pada tarif royalti: bijih nikel dikenakan 14%–19%, 

bahkan logam nikel hanya 1,5% (Muhammad, 2025). 

Kondisi tersebut disertai beban sosial-ekologis berupa deforestasi, pencemaran air dan 

udara, perubahan bentang alam, konflik sosial, serta penurunan kesehatan masyarakat. Di 

Bahodopi, kasus ISPA meningkat dari 55.527 pada 2023 menjadi 66.661 pada 2024 dan 

mencakup lebih dari 80% kasus di Kabupaten Morowali (Djirimu, 2025). Pada 2014–2024, 

penurunan kemiskinan Morowali–Morut hanya 3,22%, jauh di bawah 10,56% pada dekade 

sebelumnya. Temuan ini menunjukkan bahwa hilirisasi belum menghasilkan kesejahteraan 

yang sebanding dengan nilai ekonomi yang diekstraksi dari daerah penghasil. 

Dalam konteks jangka panjang, Sorowako menjadi contoh penting untuk memahami 

akumulasi dampak pertambangan nikel lintas generasi. Operasi selama lebih dari setengah abad 

membentuk struktur ekonomi lokal sekaligus mengubah relasi masyarakat dengan tanah, air, 

dan ruang hidup. Wilayah ini dihuni masyarakat adat Karongsi’e Dongi yang memiliki 

keterikatan historis dengan tanah serta berada di kawasan Wallacea dan Sistem Danau Malili 

yang kaya keanekaragaman hayati dan spesies endemik (Asia Indigenous Peoples Pact, 2012; 

von Rintelen dkk, 2012; Zitzler dan Cai, 2006). Karena itu, ketidakadilan pertambangan 

menentukan masa depan ruang hidupnya. 

Secara teoretis, persoalan ini dapat dianalisis melalui resource curse, yang menjelaskan 

paradoks wilayah kaya sumber daya tetapi tetap menghadapi kemiskinan, ketimpangan, dan 

ketergantungan ekonomi (Auty, 1993; Sachs dan Warner, 2001). Konsep accumulation by 

dispossession menjelaskan penguasaan sumber daya oleh negara dan modal yang mengalihkan 

manfaat ekonomi dari komunitas lokal kepada aktor dominan (Harvey, 2024). Namun, kajian 

hilirisasi nikel di Indonesia masih memisahkan analisis ekonomi makro, tata kelola fiskal, 
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dampak lingkungan, konflik sosial, dan tanggung jawab korporasi. Akibatnya, keadilan 

pertambangan dipahami secara parsial, meskipun ketimpangan fiskal, kerentanan sosial, krisis 

ekologis, dan lemahnya partisipasi masyarakat merupakan rangkaian masalah yang saling 

berkaitan. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, studi ini menganalisis keadilan pertambangan dalam 

tata kelola hilirisasi nikel di Indonesia dengan menempatkan daerah penghasil, masyarakat 

lokal dan/atau adat, serta ekosistem sebagai subjek utama analisis. Fokus kajian diarahkan pada 

tiga dimensi: distribusi manfaat fiskal, beban sosial-ekologis, dan strategi kelembagaan untuk 

memperbaiki tata kelola pertambangan. Pendekatan strategic management digunakan untuk 

mengoperasionalkan mining justice melalui stakeholder mapping, participatory action 

research, environmental impact assessment, dan impact-effort matrix. Dengan cara ini, studi 

ini tidak hanya menjelaskan paradoks hilirisasi nikel, tetapi juga merumuskan kerangka benefit 

sharing yang lebih adil bagi daerah penghasil, komunitas terdampak, dan ekosistem yang 

menopang keberlanjutan kehidupan. 

2. METODE PENELITIAN 

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen 

dan studi kepustakaan, diperkuat melalui studi kasus Sorowako, Sulawesi Selatan. Pendekatan 

kualitatif dipilih  untuk menafsirkan ketimpangan keadilan pertambangan dalam tata kelola 

hilirisasi nikel melalui pembacaan kritis terhadap dokumen kebijakan, data fiskal, laporan 

korporasi, dan literatur ilmiah. Analisis dokumen digunakan untuk menelaah bagaimana 

kebijakan hilirisasi, skema penerimaan negara, distribusi manfaat, serta dampak sosial-

ekologis pertambangan direpresentasikan dalam berbagai sumber tertulis (Bowen, 2009). Studi 

kasus Sorowako dipilih secara purposif karena wilayah ini merepresentasikan kawasan 

pertambangan nikel jangka panjang yang memperlihatkan hubungan kompleks antara negara, 

korporasi, masyarakat adat Karongsi’e Dongi, dan ekosistem Danau Malili. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tata kelola hilirisasi nikel yang dibaca melalui 

tiga dimensi utama, yaitu distribusi manfaat fiskal, eksternalitas sosial-ekologis, dan strategi 

kelembagaan untuk mewujudkan mining justice. Sumber data utama meliputi paparan Wakil 

Menteri ESDM pada Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel, dokumen mining justice 

(Muhammad, 2025), makalah keadilan fiskal daerah pertambangan (Djirimu, 2025), tulisan 

tentang Unhas dan tantangan dunia pertambangan (Muhammad, dkk, 2025), dokumen strategic 

management pertambangan (Muhammad, 2024), data BPS, dokumen Kementerian ESDM, 

Kementerian Keuangan, regulasi pertambangan, laporan tahunan PT Vale, serta artikel ilmiah 

nasional dan internasional yang relevan. Periode data dibatasi pada 2017–2025 untuk 

menangkap dinamika sebelum dan sesudah kebijakan larangan ekspor bijih nikel serta 

perkembangan hilirisasi. 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data dilakukan dengan 

menyeleksi dokumen yang relevan dengan isu hilirisasi nikel, DBH, royalti, PNBP Minerba, 

dampak kesehatan, konflik sosial, masyarakat adat, dan kerusakan lingkungan. Kedua, 

penyajian data dilakukan melalui kategorisasi tematik berdasarkan kerangka resource curse, 

accumulation by dispossession, dan strategic management. Ketiga, penarikan kesimpulan 
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dilakukan dengan membandingkan temuan antarsumber untuk mengidentifikasi pola 

ketimpangan, aktor yang memperoleh manfaat, kelompok yang menanggung beban, serta 

peluang reformasi benefit sharing. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan data pemerintah, laporan korporasi, dokumen akademik, regulasi, dan 

literatur ilmiah agar interpretasi yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu jenis sumber saja 

(Miles, dkk, 2014). 

3. ANALISIS DATA 

3.1. Keberhasilan Hilirisasi dan Paradoks Keadilan Fiskal 

Kebijakan hilirisasi nikel menghasilkan capaian makroekonomi yang impresif. Proses 

hilirisasi menciptakan rantai nilai panjang: nilai bijih nikel limonit meningkat hingga 11,4 kali 

lipat ketika diolah menjadi nikel sulfat, 19,4 kali lipat menjadi prekursor, 37,5 kali lipat menjadi 

katoda, dan 67,7 kali lipat menjadi sel baterai (Kementerian ESDM, 2025). Hilirisasi 

merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. 

yang terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2025. Peta jalan hilirisasi mencatat 18 proyek 

prioritas dengan total investasi USD 38,63 miliar dan potensi penyerapan 276.636 tenaga kerja. 

Namun distribusi manfaat menunjukkan ketimpangan signifikan. Berdasarkan UU No. 1 

Tahun 2022, skema DBH royalti pertambangan darat memberikan pemerintah pusat 20%, 

provinsi 16%, kabupaten/kota penghasil 32%, kabupaten/kota pengolah 8%, berbatasan 

langsung 12%, dan daerah lainnya 12%. Tarif royalti dalam PP Nomor 18 Tahun 2025 dan PP 

Nomor 19 Tahun 2025 menunjukkan ironi: bijih nikel dikenai tarif 14–19%, sedangkan produk 

olahan bernilai tambah tinggi justru dikenai tarif lebih rendah, yaitu NPI 5–7%, nickel matte 

3,5–5,5%, FeNi 4–6%, dan logam nikel 1,5% (Muhammad, 2025). Semakin tinggi nilai 

tambah, semakin kecil proporsi royalti, sehingga value capture hilirisasi lebih banyak mengalir 

ke korporasi dan pemerintah pusat. 

3.2. Studi Kasus Sorowako: Lebih dari Setengah Abad Pertambangan Nikel 

Sorowako merupakan tambang nikel terbuka besar yang pernah menjadi salah satu terbesar 

di dunia dengan cadangan 107 juta ton bijih berkadar nikel 1,70% (PT. Vale, 2023). Nikel 

pertama kali ditemukan pada 1901 oleh misionaris Belanda Albert Kruyt, dikonfirmasi oleh 

Eduard C. Abendanon pada 1915, dan mulai berproduksi komersial pada 1978 (Arif, 2018; 

Bobbette, 2022). Produksi bijih tahunan pada 2023 mencapai 13,45 juta ton, menghasilkan 

70.728 ton nikel matte (PT. Vale, 2023). 

Studi kasus ini signifikan karena beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Sorowako 

dihuni masyarakat adat Karongsi’e Dongi yang memiliki hubungan leluhur kuat dengan tanah 

(Asia Indigenous Peoples Pact, 2012). Kedua, wilayah ini berada dalam garis imajiner 

Wallacea dengan tingkat endemisme tinggi (Ngakan, dkk, 2023). Ketiga, terdapat Malili Lake 

System kompleks danau dengan keanekaragaman hayati sangat tinggi, termasuk spesies 

endemik Buntingi Paruh Bebek dan udang kardinal Sulawesi yang berfungsi sebagai 

laboratorium evolusi hidup (von Rintelen, dkk, 2012; Zitzler dan Cai, 2006). Keempat, selama 
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lebih dari setengah abad operasi, sangat minim studi dampak dari perspektif pemangku 

kepentingan lokal (Teschner, 2020; Viveros, 2016). Evaluasi program CSR PT Vale 

menunjukkan manfaatnya masih bersifat parsial dan belum dirasakan merata oleh semua 

kelompok kepentingan (Muhammad, dkk, 2024). 

3.3. Eksternalitas Lingkungan, Kesehatan, dan Konflik Sosial 

Daerah penghasil menanggung beban eksternalitas berat. Pertambangan menyebabkan 

deforestasi, pencemaran air dan udara, erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan 

dapat menyebabkan kepunahan spesies secara permanen (BIAN, dkk, 2010; Bradshaw, dkk, 

2020; Cowie, dkk, 2022). Perbandingan internasional menunjukkan kontras: China dengan 

Great Green Wall Project menurunkan erosi tanah 70%; Brasil menurunkan deforestasi 

Amazon 80%; Kanada dengan scientific forest management merestorasi hampir semua hutan 

yang ditebang. Di Indonesia, respons terhadap kerusakan lingkungan lebih bersifat mitigasi 

reputasi ketimbang mitigasi ekologis substantif (Muhammad, 2025). 

Data ISPA Kecamatan Bahodopi kawasan operasional IMIP mencapai 55.527 kasus 

(2023), 66.661 kasus (2024), dan 52.456 kasus hingga Oktober 2025, sementara kecamatan 

lain rata-rata hanya 500–2.600 kasus per tahun (Djirimu, 2025). Berdasarkan indeks ESG 

Indonesia, perusahaan Indonesia hanya menempati peringkat ke-36 dari 47 pasar modal dunia, 

dan lebih dari 52% total emisi karbon dipancarkan dari mesin industri pertambangan 

(Muhammad, 2024). Konflik penduduk lokal versus pendatang dan TKA menjadi isu menonjol 

di Morowali. Data BPS menunjukkan laju penurunan kemiskinan pada periode hilirisasi (2014-

2024) justru lebih lambat: kemiskinan Morowali-Morut turun 3,22% dalam 10 tahun, 

dibandingkan 10,56% pada dekade sebelumnya (Muhammad, 2025). 

3.4. Pendekatan Manajemen Strategis untuk Mining Justice 

Pendekatan manajemen strategis menawarkan kerangka solusi komprehensif. Stakeholder 

Mapping memungkinkan klasifikasi pemangku kepentingan menjadi key players (pemerintah 

pusat/daerah, korporasi), contest setters (regulator, LSM internasional), subjects (masyarakat 

lokal/adat), dan crowd (masyarakat umum) untuk memastikan kolaborasi efektif (Mcquilken 

dan Hilson, 2016; Spitzeck dan Hansen, 2010). Participatory Action Research menyediakan 

metodologi inklusif dengan instrumen analisis sejarah masyarakat, peta jejaring sosial, analisis 

kelembagaan, analisis livelihood, dan Penilaian Inklusi Sosial (Cornish, dkk, 2023). 

Environmental Impact Assessment memastikan penilaian dampak ketat sebelum operasi 

(Martinez-Hernandez, dkk, 2012). Impact-Effort Matrix memprioritaskan inisiatif berdasarkan 

dampak potensial dan upaya yang diperlukan (Alfar, dkk, 2024). 

Djirimu (2025) mengusulkan konsep Benefit Sharing komprehensif mencakup tiga 

dimensi: Revenue Benefit Sharing melalui optimalisasi PAD, reformasi DBH, divestasi, dana 

abadi pertambangan, TAPE dan TAKE; Community Benefit Sharing melalui pengelolaan SDA 

pada hutan adat, bioekonomi, dan ekonomi restoratif; serta Academic Benefit Sharing melalui 

riset dan pengabdian masyarakat pada wilayah lingkar tambang. Peran perguruan tinggi seperti 

Universitas Hasanuddin yang bermitra dengan PT Vale Indonesia, PT Freeport Indonesia, PT 

Antam, PT Pongkeru Mineral Utama, PT Sulawesi Damai Mineral, PT Lingke Sumberdaya 
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Mineral Mineral dan PT Eramet Bumi Sulawesi menjadi strategis dalam mewujudkan dimensi 

ini (Muhammad, dkk, 2025). 

4. KESIMPULAN 

Studi ini menunjukkan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia berhasil meningkatkan nilai 

tambah ekonomi nasional, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan keadilan pertambangan 

bagi daerah penghasil, masyarakat lokal/adat, dan ekosistem terdampak. Ketimpangan tersebut 

tampak dalam tiga dimensi utama. Pertama, distribusi manfaat fiskal masih belum proporsional 

karena peningkatan nilai ekonomi nikel dan ekspansi industri hilir tidak diikuti oleh penguatan 

penerimaan daerah secara sebanding. Kedua, daerah penghasil menanggung beban sosial-

ekologis berupa pencemaran, gangguan kesehatan, konflik sosial, perlambatan penurunan 

kemiskinan, dan perubahan ruang hidup masyarakat. Ketiga, studi kasus Sorowako 

memperlihatkan bahwa operasi pertambangan jangka panjang dapat menghasilkan akumulasi 

ketidakadilan lintas generasi, terutama terhadap masyarakat adat Karongsi’e Dongi dan 

ekosistem Danau Malili. 

Dengan membaca hilirisasi nikel melalui resource curse, accumulation by dispossession, 

dan strategic management, studi ini menegaskan bahwa mining justice perlu dipahami sebagai 

kerangka tata kelola yang menghubungkan keadilan fiskal, pengakuan terhadap komunitas 

terdampak, partisipasi bermakna, dan perlindungan ekologis. Oleh karena itu, reformasi 

pertambangan nikel tidak cukup dilakukan melalui peningkatan investasi dan ekspansi smelter, 

tetapi perlu diarahkan pada benefit sharing yang lebih adil. Strategi tersebut dapat diwujudkan 

melalui perbaikan skema DBH dan royalti, pelibatan daerah penghasil dalam pengambilan 

keputusan, penguatan perlindungan masyarakat lokal/adat, evaluasi dampak lingkungan yang 

ketat, serta penggunaan stakeholder mapping, participatory action research, environmental 

impact assessment, dan impact-effort matrix sebagai instrumen perencanaan kebijakan yang 

lebih partisipatif dan akuntabel. 
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Natural Resources Management (TRG CONCERN). Penulis menyampaikan terima kasih 
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